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Pasal 1

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 tertuang dalam
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.

Pasal 2

(1) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2018;

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun
Anggaran 2018;

c. Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2018;

d. Laporan Operasional Tahun Anggaran 2018;

e. Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2018;

f. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2018; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang
disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan berbasis akrual.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf a memberikan informasi keuangan sebagai
berikut:

a. realisasi...
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realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2018 sebesar
Rp1.943.674.876.878.796,00 (satu kuadriliun sembilan
ratus empat puluh tiga triliun enam ratus tujuh puluh
empat miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan
ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh
enam rupiah) yang berarti 102,58% (seratus dua koma
lima delapan persen) dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 sebesar
Rp1.894.720.327.977.000,00 (satu kuadriliun delapan
ratus sembilan puluh empat triliun tujuh ratus dua puluh
miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh
puluh tujuh ribu rupiakj;

realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 sebesar
Rp2.213.117.817.284.996,00 (dua kuadriliun dua ratus tiga
belas triliun seratus tujuh belas miliar delapan ratus tujuh
belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan
ratus sembilan puluh enam rupiah) yang berarti 99,66%
(sembilan puluh sembilan koma enam enam persen) dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2018 sebesar Rp2.220.656.966.577.000,00 (dua kuadriliun
dua ratus dua puluh triliun enam ratus lima puluh enam
miliar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus
tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

berdasarkan realisasi Pendapatan Negara sebagaimana
dimaksud paada huruf a dan realisasi Belanja Negara
sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat
Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2018 sebesar
Rp269.442.940.406.200,00 (dua ratus enam puluh
sembilan triliun empat ratus empat puluh dua miliar
sembilan ratus empat puluh juta empat ratus enam ribu
dua ratus rupiah) yang berarti 82,67% (delapan puluh dua
koma enam tujuh persen) dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Negara  Tahun  Anggaran 2018  sebesar
Rp325.936.638.600.000,00 (tiga ratus dua puluh lima
triliun sembilan ratus tiga puluh enam miliar enam ratus
tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

d. Pembiayaan ...
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d. berdasarkan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran

2018 sebagaimana dimaksud pada huruf 'a, Penggunaan
Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan
Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2018
sebagaimana dimaksud pada huruf c, terdapat Saldo
Anggaran Lebih Sebelum Penyesuaian sebesar
Rp174.602.673.316.418,00 (seratus tujuh puluh empat
triliun enam ratus dua miliar enam ratus tujuh puluh tiga
juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus delapan belas
rupiah);

penyesuaian Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2018
sebesar Rp639.042.368.228,00 (enam ratus tiga puluh
sembilan miliar empat puluh dua juta tiga ratus enam
puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);

berdasarkan Saldo Anggaran Lebih Sebelum Penyesuaian
sebagaimana dimaksud pada huruf d dan Penyesuaian
Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2018 sebagaimana
dimaksud pada huruf e, terdapat Saldo Anggaran
Lebih Akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar
Rpl175.241.715.684.646,00 (seratus tujuh puluh lima
triliun dua ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus lima
belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam
ratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 5

Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2018 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf ¢ memberikan informasi
keuangan sebagai berikut:

a.

b.

jumlah Aset sebesar Rp6.325.285.785.861.570,00 (enam
kuadriliun tiga ratus dua puluh lima triliun dua ratus
delapan puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh lima
juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh
puluh rupiah);

jumlah Kewajiban sebesar Rp4.917.477.561.215.829,00
(empat kuadriliun sembilan ratus tujuh belas triliun empat
ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh satu

juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh
sembilan rupiah);

c. jumlah...
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a. Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2018 sebesar
Rp1.540.783.656.928.940,00 (satu kuadriliun lima ratus
empat puluh triliun tujuh ratus delapan puluh tiga miliar
enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh
delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

b. Defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2018
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f sebesar
Rp225.730.103.236.335,00 (dua ratus dua puluh lima
triliun tujuh ratus tiga puluh miliar seratus tiga juta dua
ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima
rupiah);

c. Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi
Ekuitas sebesar Rp92.241.498.200.652,00 (sembilan puluh
dua triliun dua ratus empat puluh satu miliar empat ratus
sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu enam ratus
lima puluh dua rupiah); _

d. Transaksi Antar Entitas sebesar Rp513.172.752.484,00
(lima ratus tiga belas miliar seratus tujuh puluh dua juta
tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh
empat rupiah); ,

e. berdasarkan Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2018
sebagaimana dimaksud pada huruf a, Defisit Laporan
Operasional Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud
pada  huruf b, Koreksi-koreksi yang Langsung
Menambah/Mengurangi Ekuitas sebagaimana dimaksud
pada huruf c, dan Transaksi Antar Entitas sebagaimana
dimaksud pada huruf d, terdapat Ekuitas Akhir Tahun
Anggaran 2018 sebesar Rpl1.407.808.224.645.741,00 (satu
kuadriliun empat ratus tujuh triliun delapan ratus delapan
miliar dua ratus dua puiuh empat juta enam ratus empat
puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf g meliputi penjelasan atau daftar terinci
atau analisis atas nilai suatu pos vang disajikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan
Perubahan Saldo Anggaran  Lebih, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan
Ekuitas.

Pasal 10...
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ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018

I. UMUM
Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam
penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu

diselenggarakan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan
aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan amanat Pasal 23E Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2018, Pemerintah menyusun pertanggungjawaban atas
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018,
berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada tahun
2018 Pemerintah Pusat menyusun dan menyajikan laporan keuangan
berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 terdiri dari: (i) Laporan Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (ij) Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih, (iii) Neraca, (iv) Laporan Operasional, (v) Laporan Arus Kas,
(vi) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (vii) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan. ..
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Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, yang mencakup
pendapatan, belanja, dan pembiayaarn. Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih
selama Tahun Anggaran 2018. Neraca adalah laporan yang menggambarkan
posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas
pada tanggal 31 Desember 2018.

Laporan Operasional menyajikan pendapatan dan beban berdasarkan
basis akrual dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan selama tahun
2018. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi
mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama
tahun anggaran 2018, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31
Desember 2018. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi
mengenai perubahan saldo ekuitas Pemerintah selama Tahun Anggaran
2018. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang
penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang
memadai antara lain mengenai kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi
makro, dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian
penting lainnya, dan informasi rambahan yang diperlukan. Di samping itu,
dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 ini juga
dilampirkan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan
Lainnya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebelum disampaikan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan dimaksud adalah dalam rangka pemberian pendapat/
opini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara. Udtuk memenuhi amanat Undang-Undang
tersebut, Pemerintah telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat Tahun 2018 kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk diaudit,
melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-231/MK.05/2019 tanggal 22
Maret 2019. Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018
dengan status belum diperiksa (Unaudited) oleh Menteri Keuangan kepada
Badan Pemeriksa Keuangan adalah sesuai dengan surat Presiden kepada
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor R-10/Pres/02/2019 tanggal 15
Februari 2019 hal Penunjukan Menteri Keuangan untuk Mewakili Presiden
dalam Penyampaian Lapcran Keuangan Pemerintah Pusat kepada Badan
Pemeriksa Keuangan.

Sesuai . ..
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Pasal 5
Huruf a

Yang dimaksud dengan “aset” adalah sumber daya ekonomi yang
dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari
peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial
di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah
maupun masyarakat, serta dapat divkur dalam satuan uang,
termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya
yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kewajiban” adalah utang pemerintah yang
timbul dari kejadian masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan
aliran keluar sumber daya ekoncmi pemerintah di masa yang akan
datang.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “ekuitas” -adalah kekayaan bersih
pemerintah, yaitu selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendapatan operasional” adalah hak
pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar
kembali, yang berasal dari kegiatan utama pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “beban operasional” adalah penurunan
manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang
menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi
aset atau timbulnya kewajiban, yang digunakan untuk
penyelenggaraan kegiatan utama pemerintahan.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Hurufd...
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Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Yang dimaksud dengan “transaksi antar entitas” adalah transaksi
yang melibatkan dua/lebih entitas yang berbeda, baik internal
Kementerian Negara/Lembaga/Bagian Anggaran Bendahara Umum
Negara,” antar Kementerian Negara/Lembaga/Bagian Anggaran
Bendahara Umum  Negara, maupun antara Kementerian
Negara/Lembaga/Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dengan
Bendahara Umum Negara.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10

Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan Lainnya
memuat informasi tentang aktiva/aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan,
beban, dan laba (rugi) bersih dari Perusahaan Negara dan Badan
Lainnya.

Yang dimaksud dengan “badan lainnya” adalah unit organisasi yang
didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan
tertentu sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan
dan/atau untuk mendukung Kementerian Negara/Lembaga yang secara
hierarkis tidak di bawah dan tidak bertanggung jawab secara struktural
kepada Menteri/Pimpinan Lembaga tertentu, seperti Dewan Energi
Nasional, Dewan Pertimbangan Presiden, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 11...
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6. Aset konstruksi berupa jalan, gedung, peralatan dan jaringan atas
jalan tol yang dibangun oleh badan usaha jalan tol belum
dilaporkan dalam Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat;

7. Pencatatan, rekonsiliasi, dan monitoring evaluasi aset Kontraktor
Kontrak Kerja Sama dan Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batu Bara belum memadai berdampak adanya
selisih aset sebesar 1.929 unit yang tidak dapat ditelusuri dan
aset tanah yang belum dilaporkan;

8. Pemerintah belum menyajikan kewajiban atas Program Pensiun

Pegawai Negeri Sipil pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Tahun 2018;

9. Penatausahaan hak dan kewajiban Pemerintah yang timbul dari

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetagp belum
optimal;

10. Pengendalian penetapan Surat Tagihan Pajak atas potensi pokok
dan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/atau denda
masih belum memadai;

11.Sistem pengendalian intern dalam penatausahaan piutang
perpajakan masih memiliki kelemahan;

12. Dasar hukum, metode perhitungan, dan mekanisme penyelesaian
kompensasi atas dampak kebijakan penetapan tarif tenaga listrik
non subsidi belum ditetapkan,

13. Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas
kebijakan Pemerintah yang menimbulkan dampak terhadap pos-
pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan/atau Neraca, serta kelebihan dan/atau kekurangan
pendapatan bagi Badan Usaha Milik Negara belum diatur dan
dipertanggungjawabkan,

14.Pelaksanaan Belanja Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan
Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan tidak
sepenuhnya sesuai ketentuan;

15.Dana cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional tahun
2018 belum mampu menyelesaikan permasalahan defisit Dana
Jaminan Sosial Kesehatan;

16. Ketidakpastian ...
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